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BUPATI BANYUMAS 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 24 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANYUMAS, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, Camat dan Inspektorat diberi 

kewenangan untuk membantu Bupati dalam 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

Desa; 

b. bahwa untuk mengotimalisasikan mekanisme 

pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu disusun mekanisme yang lebih 

terperinci mengenai tugas masing-masing Perangkat 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mem 

bentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas; 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor  8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 

Seri D); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya 
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disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya 

disebut Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. 

5. Inspektorat Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut 

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur 

pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi 

pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 

6. Inspektur adalah pemimpin Inspektorat yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 

7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan 

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah untuk lingkup sebagian wilayah Daerah. 

8. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara 

kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang mekanisme Pembinaan dan Pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memperjelas 

tugas perangkat daerah dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, yaitu mekanisme 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh 

Kecamatan dan Inspektorat. 

 

BAB IV 

MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap Desa. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 

dibantu oleh Kecamatan dan Inspektorat. 

Bagian Kedua 

Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan 

Pasal 5 

(1) Pembinaan dan Pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa 

b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;  

c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;  
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d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;  

e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;  

f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;  

g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa;  

h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;  

i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 

pembangunan Desa;  

j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;  

k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;  

l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan;  

m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;  

n. fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak 

ketiga;  

o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa 

serta penetapan dan penegasan batas Desa;  

p. asilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat Desa;  

q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan  

r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di 

wilayahnya. 

(2) Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Camat melaporkan kepada Bupati. 

 

Bagian Ketiga 

Tindak Lanjut Pembinaan dan Pengawasan Camat 

Pasal 6 

(1) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait 

untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pembinaan dan pengawasan 

Camat. 

(2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaporkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada Bupati. 

  



JDIH Kabupaten Banyumas 
 

Bagian Keempat 

Pemantauan Inspektorat 

Pasal 7 

(1) Terhadap laporan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2), Bupati menugaskan Inspektorat untuk melakukan 

pemantauan. 

(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 

kepada Bupati. 

Bagian Kelima 

Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat 

Pasal 8 

(1) Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; 

b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa;dan 

c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Camat. 

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) dilaporkan kepada Bupati. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Banyumas. 

     Ditetapkan di Purwokerto 

    pada tanggal 14 Juni 2019 

           BUPATI BANYUMAS, 

         ttd 

         ACHMAD HUSEIN 
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Diundangkan di Purwokerto 

pada tanggal 14 Juni 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

 

ttd 

 

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si. 

Pembina Utama Madya 

NIP 196401161990031009 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 24 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM  

 
ttd 

 
Sugeng Amin, SH., MH 

Pembina Tk.I 
NIP. 196701281993021001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


